PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 19/Permentan/OT.140/3/2011

TENTANG

PEDOMAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

Menimbang :

Mengingat

(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
diselenggarakan  berdasarkan  prinsip  berkelanjutan  dan
berwawasan lingkungan;

bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan
sebagai bagian dari pembangunan ekonomi ditujukan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan
negara, meningkatkan devisa negara, menyediakan lapangan kerja,
meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing,
memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam
negeri, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam
secara lestari;

bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai tindaklanjut
Pasal 2, Pasal 25, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 44 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian
Sustainable Palm Qil/ISPO);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2918);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3478);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3888) juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan
atas Peredaran Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun
1973 Nomor 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran
Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3330);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3586);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan
Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Nomor 3616);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, Hak
Milik, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5097);

21. Keputusan Presiden Nomor 84/P tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II;

22. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara,

23. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009
tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009
tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya
Kelapa Sawit;

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA
(INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO).

Pasal 1

Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable
Palm OIil/ISPO) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan
dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam mendorong
usaha perkebunan kelapa sawit memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-
undangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar.



Pasal 3
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan
tanggal 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan
ketentuan Peraturan ini.

Pasal 4
Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kelas |, Kelas II, atau Kelas Il sampai dengan
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum mengajukan permohonan
untuk mendapat sertifikat ISPO, dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi
Kelas IV.

Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 179



